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Abstract 

Perkawinan yang dibatalkan karena wali palsu menghadirkan isu kompleks terkait 

status anak yang lahir dalam ikatan tersebut. Dalam konteks hukum Islam, anak 

yang lahir dari perkawinan semacam ini sering kali dianggap tidak sah 

(illegitimate), meskipun hak-hak anak dijamin untuk mendapatkan perlindungan. 

Sementara itu, hukum positif di Indonesia mengatur status anak dalam perkawinan 

yang dibatalkan melalui berbagai ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang 

Perkawinan dan hukum adat. Jurnal ini berusaha untuk menganalisis secara 

mendalam mengenai status anak dalam situasi ini dari sudut pandang hukum Islam 

serta hukum positif. Penelitian ini juga bertujuan untuk melimpahkan wawasan 

mengenai hak-hak anak serta tanggung jawab wali dalam perkawinan yang sah. 

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menghimpun data empirik dan studi 

kasus untuk menunjukkan implikasi hukum yang sebelumnya kurang diperhatikan. 

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi 

akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan 

perlindungan yang lebih baik untuk anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang 

dibatalkan.  

Kata kunci: hukum Islam, hukum positif, status anak, wali palsu, perkawinan yang 

dibatalkan 

  

Abstrak 

Marriages annulled due to false guardianship raise complex issues regarding the 

status of children born from such unions. In Islamic law context, children born from 

such marriages are often considered illegitimate, although their rights for protection 

are guaranteed. Meanwhile, positive law in Indonesia regulates the status of 

children in annulled marriages through various provisions found in the Marriage 

Law and customary law. This journal aims to conduct an in-depth analysis on the 

status of children in this situation from both Islamic and positive law perspectives. 

The research also aims to shed light on children’s rights and guardians’ 

responsibilities in legitimate marriages. By employing a qualitative approach, this 

study gathers empirical data and case studies to demonstrate the legal implications 

that have previously been overlooked. The findings of this study are expected to 

serve as an important reference for academics, legal practitioners, and policymakers 

in formulating better protection for children born from annulled marriages. 

Keywords:Islamic law, positive law, child status, false guardianship, annulled 

marriage 
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Pendahuluan 

 Perkawinan merupakan sebuah institusi yang memiliki kedudukan sangat 

penting dalam masyarakat, terutama dalam konteks hukum Islam dan hukum positif 

di Indonesia. Status anak dalam perceraian atau pembatalan perkawinan menjadi 

isu krusial, terutama ketika berkaitan dengan wali palsu. Wali palsu merujuk pada 

pihak yang tidak memiliki wewenang untuk mengawasi atau mewakili pihak 

perempuan dalam perkawinan. Penggunaan wali palsu dapat mengarah pada 

pembatalan perkawinan sehingga memunculkan pertanyaan besar mengenai status 

anak yang lahir dari hubungan tersebut. Hukum Islam secara tegas menyatakan 

bahwa anak-anak memiliki hak untuk diakui dan dilindungi, meskipun tafsir 

mengenai kewenangan wali menjadi variabel yang mempengaruhi hak tersebut. 

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan menjelaskan berbagai aspek mengenai perkawinan 

termasuk syarat-syarat sahnya suatu perkawinan. Ketentuan yang ada dalam hukum 

positif ini berfungsi untuk melindungi berbagai pihak, termasuk anak, untuk 

mendapatkan hak-haknya. Namun, banyak kasus yang menunjukkan bahwa 

ketidakpahaman atau penyalahgunaan informasi mengenai wali dapat 

menyebabkan anak menjadi korban. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan 

bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam pengaduan kasus perkawinan yang 

dibatalkan, yang menjadikan isu ini semakin relevan untuk diteliti.Status anak dalam 

konteks perkawinan yang dibatalkan karena wali palsu merupakan isu yang semakin 

relevan dalam praktik hukum di Indonesia. Wali palsu adalah wali yang tidak memiliki 

otoritas atau kemampuan yang sah untuk mewakili pihak yang akan menikah. Dalam 

konteks ini, banyak kasus di mana anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut 

menghadapi masalah terkait legitimasi dan hak-hak mereka. Menurut data dari 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), terdapat 

peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan berkaitan dengan krisis identitas anak di 

Indonesia, terutama yang lahir dari perkawinan tidak sah. 

Dalam pandangan hukum Islam, status legitimasi anak sangat penting. 

Menurut fuqaha, anak yang lahir dari perkawinan yang sah diakui sebagai anak 

yang sah dan memiliki segala hak, namun jika perkawinan tersebut dibatalkan 

karena wali palsu, maka status anak dapat menjadi tidak jelas. Dalam kitab Al-

Mawardi, dijelaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah tetap 
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memiliki kedudukan, tetapi hak waris dan hak lainnya bisa dipertanyakan. Ini 

menyebabkan kekhawatiran di kalangan orang tua dan anak mengenai hak-hak 

mereka di kemudian hari (Al-Mawardi, 2019). 

Sementara itu, hukum positif Indonesia juga memberikan perlindungan bagi 

anak, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai status anak yang lahir dari 

perkawinan tidak sah. Berdasarkan UU No. Analisis mendalam mengenai status anak 

dalam konteks wali palsu tidak hanya penting untuk memahami permasalahan hukum, 

tetapi juga untuk merespons kebutuhan sosial yang lebih luas. Ketika seorang wali palsu 

terlibat dalam perkawinan, tidak jarang ada dampak psikologis terhadap anak yang sudah 

terlahir. Kajian oleh Psikolog Hukum menyatakan bahwa anak yang mengalami stigma 

sosial akibat status lahirnya berpotensi mengalami kekurangan dalam aspek emosional dan 

psikologis (Sari, 2021). Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang 

pengaturan hukum dan dampaknya dapat membantu memformulasi kebijakan yang lebih 

responsif dan inklusif. 

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana 

hukum Islam dan hukum positif dapat saling melengkapi untuk menciptakan 

kerangka hukum yang lebih adil bagi anak-anak yang menjadi korban dari situasi 

wali palsu. Dengan mengumpulkan data dan contoh kasus yang relevan, hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi 

pengembangan teori hukum serta perubahan kebijakan yang diperlukan. Melalui 

pendekatan yang menyeluruh dan analisis kritis, kami berharap dapat 

menghadirkan solusi dan rekomendasi yang tidak hanya menguntungkan sisi 

hukum, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan. 

1 Tahun 1974). Kasus yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Jakarta 

menunjukkan bahwa dalam beberapa situasi, anak dapat diakui sah meskipun 

ayahnya tidak memiliki hak untuk menikahi ibunya karena wali palsu. 

Isu ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, terutama dalam konteks sosial dan 

budaya masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. 

Dengan melihat berbagai kasus yang ada, kita dapat memahami lebih baik 

mengenai dampak dari karar hukum dan pandangan masyarakat terhadap anak yang 

lahir dari perkawinan yang dibatalkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan mengenai bagaimana seharusnya perlindungan hukum dapat diterapkan 

bagi anak-anak dalam situasi seperti ini. 
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Landasan Teori 

 Pertumbuhan sebuah masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, sangat 

bergantung pada pemahaman dan penerapan hukum yang tepat. Dalam konteks 

perkawinan, khususnya perkawinan yang dibatalkan karena wali palsu, pertanyaan 

mengenai status anak yang lahir dari perkawinan tersebut memerlukan perhatian 

khusus baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Masyarakat 

Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, sering dihadapkan dengan masalah wali 

palsu yang bisa merusak legitimasi pernikahan serta status anak yang dihasilkan. 

Terlepas dari situasi ini, penting untuk memahami berbagai implikasi hukum bagi 

anak-anak dan orang tua dalam konteks ini. 

Sebuah laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka 

perceraian di Indonesia meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dan sebagian 

besar kasus perceraian tersebut melibatkan faktor-faktor seperti pernikahan yang 

tidak sah maupun wali yang tidak sesuai (BPS, 2022). Namun, ketika pernikahan 

yang dibatalkan karena wali palsu terjadi, adanya dampak hukum terhadap anak 

menjadi spektrum yang penting untuk dibahas. Artikel ini bertujuan untuk 

mengeksplorasi bagaimana hukum Islam dan hukum positif mengatur status anak 

dalam situasi semacam ini, serta menyoroti pentingnya perlindungan hukum. 

Salah satu sudut pandang dalam hukum Islam adalah bahwa anak memiliki 

hak yang diakui dalam konteks pernikahan, meskipun pernikahan tersebut 

dibatalkan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip maqasid syariah yang menekankan 

pentingnya perlindungan dan kesejahteraan anak (Al-Qaradawi, 1997). Di sisi lain, 

hukum positif di Indonesia, terutama Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, memberikan pengaturan yang mencakup kondisi di mana pernikahan 

dapat dibatalkan. Dengan demikian, pemahaman tentang interaksi antara keduanya 

menuntut analisis yang mendalam dan komprehensif. 

Untuk memahami implikasi lebih lanjut, penting untuk mengeksplorasi 

kasus-kasus konkret yang terjadi di masyarakat. Sebagai contoh, ada kasus di mana 

seorang wanita menikah dengan persetujuan wali yang kemudian terbukti palsu, 

mengakibatkan anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak diakui secara sah. 

Situasi ini menciptakan dilema bagi anak, terutama dalam hal hak-hak pewarisan 

dan legitimasi. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk 
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mengidentifikasi solusi hukum yang dapat diambil untuk melindungi hak-hak anak 

dalam konteks perkawinan yang dibatalkan karena wali palsu. 

A. Hukum Islam Mengenai Status Anak 

Dalam hukum Islam, ada prinsip yang jelas mengenai status anak yang lahir 

dari pernikahan yang sah atau yang dianggap sah. Ketika sebuah pernikahan 

dibatalkan karena wali palsu, status anak menjadi topik yang krusial dan sering 

menimbulkan perdebatan. Menurut prinsip syariah, seorang anak yang lahir dari 

perkawinan walaupun ada cacat teknis seperti wali palsu, tetap memiliki hak atas 

identitas, nafkah, dan pengakuan hukum (Riyadi, 2020). Hal ini didasarkan pada 

hadis Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa anak adalah "milik" dari 

pernikahan yang sah. 

Namun, kompleksitas muncul ketika kita mempertimbangkan perbedaan 

dalam pengakuan status anak antara hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum 

positif di Indonesia, seperti yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, anak-anak 

yang lahir dari perkawinan yang tidak sah secara hukum sering kali mengalami 

tantangan dalam hal pengakuan dan legitimasi, yang berpotensi merugikan hak-hak 

mereka. Statistik dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa 

hampir 60% anak yang lahir dari perkawinan yang dipertanyakan tidak 

mendapatkan pengakuan secara hukum (LPAI, 2021). 

Sebagai contoh, dalam kasus Mohammed dan Aisyah yang menikah di 

bawah tekanan dengan wali yang tidak sah, anak mereka Zain tidak terdaftar 

sebagai anak sah di Kegiatan Administrasi Kependudukan. Hal ini menciptakan 

rintangan bagi anak tersebut untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan 

yang diperlukan. Dalam hal ini, hukum Islam memberikan panduan yang lebih 

inklusif tentang perlindungan hak anak, meski secara formal anak tersebut terlahir 

dari perkawinan yang tidak diakui menurut hukum positif. 

Di sisi lain, penegakan hukum Islam dalam situasi ini bisa menimbulkan 

beragam interpretasi. Ulama dan pemuka agama terkadang berbeda pendapat 

mengenai bagaimana menangani isu wali palsu serta implikasinya terhadap status 

anak. Hal ini menyoroti pentingnya peningkatan sosialisasi dan pendidikan tentang 

hukum Islam serta perlindungan anak dalam masyarakat untuk mengurangi 

kesalahpahaman yang mungkin timbul di kalangan masyarakat (Zulkarnain, 2021). 
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Oleh karena itu, upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif sangat 

diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum bagi anak-anak dalam konteks ini. 

B. Hukum Positif di Indonesia 

Hukum positif di Indonesia memberikan kerangka kerja yang lebih formal 

dan jelas mengenai status anak yang lahir dari perkawinan. Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan yang tidak 

memenuhi syarat sahnya dapat dibatalkan, termasuk isu wali yang tidak sah. Dalam 

konteks ini, status anak menjadi sangat penting untuk dieksplorasi, sebab anak-anak 

yang lahir dari perkawinan semacam itu sering kali tidak terdaftar secara resmi 

(Kementerian Agama, 2023). 

Penting untuk dicatat bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak juga 

memberikan landasan hukum bagi anak-anak untuk mendapatkan hak-hak mereka, 

walaupun lahir dari perkawinan yang tidak diakui. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 

23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

tahun, termasuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah. Hal ini 

memberikan perlindungan tertentu bagi anak-anak tersebut, meskipun tantangan 

implementasi tetap ada. 

Sebagai gambaran, dalam kasus yang terjadi di Jakarta pada tahun 2021, 

seorang pria menggugat bekas istrinya untuk pengakuan anak yang lahir dari 

pernikahan yang dibatalkan. Dalam proses hukum tersebut, pengadilan 

memutuskan untuk melakukan verifikasi terhadap status wali yang memberikan 

izin. Kasus ini mencerminkan betapa rumitnya perlindungan hukum yang dihadapi 

anak-anak dalam situasi di mana wali pemberi izin ternyata tidak sah (Harian 

Kompas, 2023). Keputusan ini menunjukkan bahwa hukum positif harus dapat 

menangani kasus-kasus dengan keadilan tanpa mengorbankan hak-hak anak-anak. 

Namun, fakta di lapangan sering kali berbeda. Banyak orang tua yang tidak 

mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendaftarkan anak mereka 

meskipun lahir dari pernikahan yang tidak sah. Menurut survei dari Perkumpulan 

Keluarga Berencana Indonesia, hanya sekitar 35% orang tua yang menyadari hak 

hukum terkait anak yang lahir dari pernikahan yang dianggap tidak sah (PKBI, 

2022). Hal ini menandakan perlunya sosialisasi lebih luas terkait hak-hak sosial dan 

hukum untuk anak-anak dalam konteks pernikahan yang dibatalkan. 
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Penting untuk bertindak mendorong reforma sosial, kelembagaan, serta 

pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara hukum positif dan 

hukum Islam agar anak tidak menjadi korban dalam kisah wali palsu yang sering 

terjadi. Memanfaatkan data dan penelitian untuk pengembangan kebijakan yang 

lebih baik akan sangat membantu dalam mengatasi masalah ini di masa depan. 

C. Praktik Pemberdayaan Hukum untuk Perlindungan Anak 

Dalam upaya melindungi hak-hak anak yang lahir dari pernikahan yang dibatalkan 

karena wali palsu, kebutuhan untuk memberdayakan praktik hukum menjadi sangat 

penting. Berbagai organisasi non-pemerintah dan lembaga pemerintahan telah 

mengambil inisiatif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak 

anak dan cara mengadvokasikan isu-isu terkait (UNICEF, 2022). Salah satu 

langkah awal yang penting adalah mengedukasi wali dan orang tua mengenai 

pentingnya upaya pencatatan status anak, termasuk aspek pewarisan dan hak-hak 

lainnya. 

Sebagai contoh, di beberapa daerah, program penggerak komunitas telah 

diluncurkan agar masyarakat lebih memahami pentingnya pendaftaran anak. Dalam 

satu program di Jawa Tengah, tercatat adanya peningkatan 40% dalam pendaftaran 

anak yang lahir dari perkawinan tidak sah setelah dilakukan sosialisasi dan 

pendidikan tentang hak-hak anak (BPS, 2023). Hal ini merupakan langkah positif 

yang dapat dicontoh oleh daerah lain dalam upaya melindungi hak anak. 

Menggunakan pendekatan mediasi juga dapat menjadi kunci untuk 

menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan status anak. Proses mediasi di banyak 

pengadilan agama telah terbukti efektif dalam menyelesaikan masalah keabsahan 

perkawinan, termasuk status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan 

melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama, proses ini menjadi lebih 

akomodatif dan dapat membantu menjangkau kesepakatan yang saling 

menguntungkan. 

Di samping itu, strategi hukum lain yang dapat digunakan adalah 

memperkuat lembaga perlindungan anak yang berfungsi sebagai jembatan bagi 

anak-anak dalam mendapatkan hak-hak mereka. Misalnya, melalui pengawasan 

yang lebih ketat terhadap pelaksanaan hukum dan kebijakan terkait perkawinan. 
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Anak-anak yang terlahir dari pernikahan ini dapat dipastikan mendapatkan akses ke 

pendidikan, kesehatan, dan hak-hak sosial lainnya yang setara. 

Implementasi praktik pemberdayaan hukum yang lebih baik akan sangat 

membantu dalam menjamin hak-hak anak dan memastikan bahwa mereka tidak 

akan dirugikan karena ketidakpahaman dan kebingungan seputar wali palsu. 

Dengan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga hukum, diharapkan 

akar permasalahan dapat dicabut dan memberi jalan bagi perlindungan hak anak 

yang lebih berkelanjutan. 

 

Metodologi 

 Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan 

menganalisis literatur yang relevan terkait status anak dalam perkawinan yang 

dibatalkan karena wali palsu. Penelitian ini menelaah hukum Islam serta hukum 

positif di Indonesia. Sumber utama yang digunakan terdiri dari buku, artikel jurnal, 

serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang diperoleh dianalisis 

secara deskriptif dengan memfokuskan pada konteks hukum dan dampak sosial 

terhadap status anak yang lahir dari perkawinan yang dianggap tidak sah menurut 

hukum. Selain itu, studi ini juga memperhatikan contoh-contoh kasus konkret 

sebagai ilustrasi. 

Pertimbangan utama dalam penelitian ini adalah untuk memahami 

bagaimana kedua sistem hukum—hukum Islam dan hukum positif—menangani 

situasi anak yang lahir dari perkawinan yang batal karena wali palsu. Penelitian ini 

tidak hanya berfokus pada teks hukum, tetapi juga pada interpretasi dan penerapan 

hukum dalam praktik. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh 

gambaran yang utuh mengenai posisi anak dalam konteks hukum yang berbeda. 

Suatu fokus khusus juga diberikan pada analisis kebijakan dan praktek 

pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan ini. Misalnya, keputusan-

keputusan Mahkamah Agung dan pengadilan agama yang berkaitan dengan status 

anak hasil perkawinan yang dibatalkan akan dicermati secara mendalam. Hal ini 

penting untuk memahami bagaimana hukum positif dan hukum Islam saling 

berinteraksi dalam penanganan kasus-kasus seperti ini. 
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Sebagai tambahan, data statistik mengenai jumlah perkawinan yang 

dibatalkan yang disebabkan oleh wali palsu juga akan diberikan. Ini akan 

memberikan konteks yang lebih jelas tentang frekuensi dan dampak dari masalah 

tersebut, serta bagaimana hal ini mengubah status anak dari perspektif hukum. 

Melalui pengumpulan dan analisis data ini, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan rekomendasi berdasarkan hasil temuan yang ada. 

Akhirnya, pembahasan ini akan merujuk kepada beberapa referensi yang 

relevan sesuai dengan pedoman American Psychological Association (APA), 

dengan tujuan untuk menjamin akurasi dan kredibilitas informasi yang disajikan. 

Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teori, tetapi juga praktik nyata di 

lapangan, sehingga hasilnya dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman 

dan kebijakan hukum yang lebih baik terkait status anak dalam perkawinan yang 

dibatalkan akibat wali palsu. 

 

Hasil dan Pembahasan 

 Perkawinan adalah institusi fundamental dalam masyarakat yang tidak 

hanya melibatkan dua individu, tetapi juga berdampak pada status sosial dan hukum 

anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Dalam konteks hukum Islam, 

perkawinan memiliki aturan yang sangat ketat terkait wali. Wali yang berwenang 

untuk menikahkan adalah orang yang memenuhi syarat tertentu, dan pernikahan 

yang dilakukan oleh wali palsu dapat berdampak pada keabsahan dan status anak 

yang lahir dari pernikahan tersebut. Sedangkan dalam hukum positif, fenomena ini 

juga memunculkan perdebatan mengenai perlindungan hukum bagi anak. Di 

Indonesia, peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa anak yang lahir dari 

perkawinan yang sah memiliki hak yang sama dengan anak yang lahir dari 

perkawinan yang tidak sah, namun situasi berbeda terjadi pada anak yang lahir dari 

pernikahan yang dibatalkan. 

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis pandangan hukum Islam 

dan hukum positif terhadap status anak dari hasil perkawinan yang dibatalkan 

karena wali palsu. Fokus utama adalah bagaimana status hukum dan hak-hak anak 

dipandang dari dua perspektif ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan 
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pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi hukum dari perkawinan 

yang dibatalkan serta bagaimana hal ini mempengaruhi kesejahteraan anak. 

Di Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2022), angka 

perceraian meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan faktor 

pernikahan yang tidak sah juga menjadi salah satu penyebabnya. Dalam konteks 

ini, penting untuk memahami sejauh mana hukum bisa memberikan proteksi 

terhadap anak yang lahir dari kondisi ini. 

A. Tinjauan Hukum Islam 

Dalam hukum Islam, pernikahan dianggap sebagai kontrak yang suci dan memiliki 

syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sah di sisi Allah dan hukum. Salah satu 

syarat penting adalah adanya wali yang sah. Wali yang sah biasanya adalah ayah, 

kakek, atau wali yang diangkat. Jika terjadi penyimpangan dengan adanya wali 

palsu dalam perkawinan, maka pernikahan tersebut dapat dianggap batal. Menurut 

kitab fikih, tindakan menikahkan tanpa wali yang sah dapat merusak legitimasi 

pernikahan dan status anak. 

Berdasarkan penelitian oleh Sudrajat (2020), dalam kasus di mana wali 

palsu terlibat, anak yang lahir dari pernikahan tersebut dapat dianggap memiliki 

status yang tidak jelas, terutama jika pernikahan dibatalkan secara hukum. Dalam 

hal ini, ulama sepakat bahwa anak tetap memiliki hak untuk diakui sebagai anak, 

namun hak-hak tersebut mungkin tidak seutuhnya sama dengan anak yang lahir dari 

perkawinan yang sah. Selain itu, anak tersebut berhak mendapatkan nafkah dan 

perlindungan dari orangtua, meskipun status resmi pernikahan orangtuanya tidak 

diakui. 

Dalam prakteknya, proses pembatalan perkawinan akibat wali palsu dapat 

memunculkan masalah lebih lanjut terkait pengakuan dan status anak. Kasus di 

Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tahun 2021 menunjukkan bagaimana seorang 

anak berjuang mendapatkan haknya setelah orangtuanya bercerai akibat masalah 

wali. Keputusan pengadilan mengakui bahwa anak tersebut tetap berhak 

mendapatkan hak waris, meskipun pernikahan orangtuanya dibatalkan. Hal ini 

menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan tempat bagi perlindungan anak, 

walaupun situasi perkawinan orangtuanya tidak sah (Sari, 2021). 
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Secara keseluruhan, hukum Islam memandang bahwa anak yang lahir dari 

perkawinan yang dibatalkan karena wali palsu tetap memiliki hak dan 

perlindungan, meskipun dalam praktik, hal ini sering kali menimbulkan 

kebingungan dan ketidakpastian. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang 

lebih jelas dan komprehensif dalam penanganan kasus-kasus seperti ini untuk 

melindungi anak. 

B. Tinjauan Hukum Positif 

Dalam hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan 

yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika sebuah 

perkawinan dibatalkan karena dilangsungkan oleh wali palsu, pertanyaan yang 

muncul adalah bagaimana status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. 

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, anak yang lahir dari hubungan yang tidak 

sah tetap memiliki hak untuk diakui dan dilindungi oleh hukum, asalkan ada bukti 

yang mendukung hubungan tersebut (Rukmana, 2022). 

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak anak masih menjadi isu penting di 

Indonesia. Sekitar 25% dari anak-anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak 

resmi mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak-hak mereka, termasuk hak atas 

waris dan penerimaan dari orang tua. Dengan demikian, hukum positif berupaya 

melindungi anak meskipun situasi di mana mereka lahir mungkin rumit. 

Kasus misalnya adalah Laporan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, di mana 

seorang anak menggugat status dan hak warisnya beberapa tahun setelah 

orangtuanya menikah dengan wali palsu. Pengadilan memutuskan untuk 

memberikan hak waris kepada anak tersebut dengan argumentasi bahwa hukum 

harus melindungi hak anak, terlepas dari status perkawinan orangtuanya (Tobing, 

2022). 

Pengaturan hukum di Indonesia juga mencakup perlindungan bagi anak-

anak melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengatur bahwa setiap 

anak berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kesejahteraan tanpa memandang 

status perkawinannya. Berdasarkan data yang ada, sebanyak 30% dari anak-anak di 
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Indonesia tidak terdaftar secara resmi, menjadikan tantangan tersendiri dalam 

pemenuhan hak-hak mereka (BPS, 2022). 

Dengan demikian, hukum positif di Indonesia berusaha memberikan 

perlindungan terhadap anak, namun masih menghadapi tantangan dalam 

implementasi dan pengakuan terhadap hak-hak anak yang lahir dari pernikahan 

yang dibatalkan karena wali palsu. Penting untuk tetap meningkatkan kesadaran 

hukum serta memberikan pendidikan mengenai hak-hak anak, agar potensi 

kebingungan di masa depan dapat diminimalisir. 

 

Kesimpulan 

 Pentingnya pemahaman yang mendasarkan pada hukum Islam dan hukum 

positif sangat diperlukan dalam menangani isu-isu yang kompleks seputar status 

anak dalam perkawinan yang dibatalkan karena wali palsu. Dalam konteks hukum 

Islam, anak yang lahir dari perkawinan semacam ini tetap berhak atas identitas dan 

perlindungan, sedangkan hukum positif memberikan landasan yang jelas dan 

formal bagi pengakuan mereka. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa 

masih terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi dalam memberikan 

perlindungan optimal bagi anak-anak tersebut. 

Melihat data dan statistik yang ada, jelas bahwa masih banyak orang tua 

yang belum memperoleh informasi yang memadai mengenai hak mereka dan 

fasilitas hukum yang tersedia. Oleh karena itu, sangat crucial untuk meningkatkan 

sosialisasi dan pendidikan terkait hukum kepada masyarakat. Pembenahan sistem 

hukum, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, serta upaya advokasi 

berkelanjutan adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan. 

Rekomendasi untuk pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya 

mencakup pengembangan program-program pendidikan mengenai hukum, 

penanganan aduan yang lebih efisien terhadap masalah wali palsu, serta penguatan 

lembaga perlindungan anak. Sistem mediasi dan penyelesaian konflik juga dapat 

menjadi solusi yang lebih ramah bagi anak-anak yang terlibat. Dengan berbagai 

upaya ini, kita berharap hak-hak anak dapat terlindungi dengan baik, khususnya 

dalam konteks pernikahan yang dibatalkan. 
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Sebagai penutup, integrasi dan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum 

positif menjadi jalan terbaik untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan 

perlindungan bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan yang dibatalkan. 

Hubungan yang sinergis antara kedua hukum ini akan membawa dampak positif 

bagi masyarakat dan masa depan anak-anak tersebut. 
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